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KEPALA DESA KEDUNGWADAS

PERATURAN DESA KEDUNGWADAS
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KEDUNGWADAS

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil,
makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propensi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomorl9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan
Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang
Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan
Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2989);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

14, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun
2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1633);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021
tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,
Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha
Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 252);

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
961),

22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun
2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupat i
2018 Nomor 8); paten Cilacap Tahun
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Menetapkan

24. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 8);

25. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 Nomor 257);

26. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 131 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 131);

27. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 135 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian
Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Pedoman Penggunaan
Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021
Nomor 135);

28. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 136 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Tahun 2021 Nomor 136).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEDUNGWADAS
dan
KEPALA DESA KEDUNGWADAS

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA KEDUNGWADAS TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kedungwadas Tahun
Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.761.942.000,-
2. Belanja Desa Rp. 1.761.942.000,-
Surpuls/Defisit Rp. 0,-
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp.
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 0,-
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp. 0,-
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Rp. 0,-
Anggaran
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebaggimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
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a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;

d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang
selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa
tentang Perubahan APB Desa.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi Kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi
sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh
kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal;
dan

e. berskala lokal desa.

a0

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran

antar obyek belanja; dan
c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun

berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan
melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kedungwadas

B |
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Ditetapkan di : Desa Kedungwadas
/.P ada tanggal : 31 Desember 2021
Y\ {A

’)/ ,‘\ N,

/ KEPALA DESA KEDUNGWADAS
{ N

Diundangkan di Desa Kedungwadas
Pada tanggal : 31 Desember 2021
SEK RIS DESA KEDUNGWADAS

~

HA L ANAM.
LEMBARAN DESA KEDUNGWADAS TAHUN 2021 NOMOR 8

|
S E——|
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LAMPIRAN

:;x:ﬁiﬂggil\ KEDUNGWADAS NOMOR 8 TAHUN 2021
RAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KEDUNGWADAS KECAMATAN BANTARSARI KABUPATEN CILACAP

TAHUN ANGGARAN 2022
ANGGARAN SUMBER
KODE REKENING URAIAN Rp. DANA
1 2 3 4 5
A Clal|b
4 PENDAPATAN
411 Pendapatan Asli Desa 88.500.000 |PAD |
ADD, DD,
1.671.942.000 |BHP, BHR,
412 Transfer PEK. PBP
413 Pendapatan lain-lain 1.500.000 |Lain-lain
_—
JUMLAH PENDAPATAN 1.761.942.000
5 BELANJA
4 SIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 664.144.000
DESA
sub Bidang Penyeclenggaraan Belanja ADD, BHP,
1)1 Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional 565.744.000 z::.l :QD,
Pemerintahan Desa
1] 2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan _
Desa
113 Sub Bidang A.dr.ninistr.as‘i Kependudu.kan, 32.300.000 |DD
Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1l a Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, 66.100.000 [pD
Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1|5 Sub Bidang Pertanahan -
2 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 596.498.000
211 Sub Bidang Pendidikan 20.600.000 |DD
2|2 Sub Bidang Kesehatan 118.600.000 [DD
9|3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan 428.500.000 |00, FBK, PAD
Ruang
214 Sub Bidang Kawasan Permukiman -
215 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 17.500.000 |PAD
2le Sub Bnd.ang Perhubungan, Komunikasi dan 11.298.000 |oo
Informatika
2|7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0
2|8 Sub Bidang Pariwisata -
3 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA 7.000.000
3|1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum,
dan Pelindungan Masyarakat B
3|2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan -
3|3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 7.000.000
3|4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat -
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BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 81.600.000

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

40.000.000 [DD

R EIE] -l-‘-l

2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur 19.000.000 |0D
Desa
4|4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, 22.600.000 |DD, PRP
Perlindungan Anak dan Keluarga
4|5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Menengah 0
(UMKM)
416 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal -
417 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 0
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, 412.700.000
KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
511 Sub Bidang Penanggulangan Bencana 9.500.000 |DD, PAD
512 Sub Bidang Keadaan Darurat -
513 Sub Bidang Keadaan Mendesak 403.200.000 [DD

JUMLAH BELANJA 1.761.942.000

SURPLUS /(DEFISIT)

6 PEMBIAYAAN
6 Penerimaan Pembiayaan -
6 Pengeluaran Pembiayaan -

SELISIH PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun Berjalan B
(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan)

/@f}asd 31 Desember 2021
WV ep /f.‘gﬁ Kednyngwadas
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. v
TaNERS 4

——

Dipindai dengan CamScanner



	ddd.pdf (p.1)
	ssss.pdf (p.2)
	perdes apbdes kedungwadas kec. bantarsari Tahun Anggaran 2022.pdf (p.3-9)

